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ABSTRAK 
Nama  : Rezki Makmur 
NIM    : 50300112021 
Judul   : Pembinaan Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng 
 
Penelitian ini membahas tentang  Pembinaan Tahanan/narapidana di 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. Fokus permasalahan 
yang diajukan adalah  bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap tahanan dan 
apa  hambatan dalam program pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. Pembahasan teoritis dalam penelitian ini adalah 
pemberdayaan masyarakat, pandangan islam mengenai pemberdayaan, tujuan 
pemberdayaan, penangkapan dan penahanan, tahanan dan Rutan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan pembinaan 
tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng adalah a) 
Pembinaan Kepribadian menunjukkan mengubah watak dan mental bagi warga 
binaan sehingga mereka lebih dapat terbuka kearah yang lebih baik. Bentuk 
Pembinaan Kepribadian yang diberikan adalah Mappinaleng, pembinaan 
intelektual, pendidikan agama, dan pendidikan olahraga. b) Pembinaan 
Kemandirian merupakan pendidikan bakat dan keterampilan agar warga binaan 
dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung 
jawab. Pendidikan kemandirian antara lain Bingkai foto, Bingkai Cermin, tempat 
tissu, asbak, dan tempat kado. 2) Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yaitu 
kurangnya kerjasama Rutan dengan pihak yang terkait misalnya kerjasama 
dengan Balai Latihan Kerja sehingga dalam proses pembinaan tahanan maupun 
narapidana masih kurang dalam bekal bakat yang nantinya akan kembali berperan 
sebagai anggota masyarakat. Kemudian minimnya sarana prasarana untuk 
menunjang keberhasilan proses pembinaan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: Kerjasama dengan berbagai pihak 
terkait sehingga menunjang proses pembinaan yang maksimal. Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng perlu mengupayakan sarana dan prasarana 
yang memadai, misalnya mempertimbangkan penambahan lahan, penambahan 
gedung hunian, penambahan sarana olahraga dan sarana kegiatan lapangan 
lainnya, pembangunan klinik kesehatan dengan menambahkan ruangan rawat inap 
untuk tahanan yang sakit dan Jumlah petugas/tenaga medis sebaiknya ditambah 
antara lain tenaga psikolog, pekerja sosial dan penambahan dokter agar layanan 
kesehatan dapat berjalan secara optimal.  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Pembinaan sebagian besar narapidana dibina didalam Lembaga 
Pemasyarakatan/ Rutan. Sebenarnya narapidana harus dipidana dan dibina hanya di 
Lembaga Pemasyarakatan saja, tidak di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Karena 
rutan hanya diperuntukkan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak disetiap kota 
kabupaten mempunyai Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana terpaksa 
dipidana di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan 
pidana dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa 
bulan saja, dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan tempat asal 
narapidana, guna persiapkan diri menjelang lepas/habis masa pidananya.
1
 
Pengertian dari rumah tahanan negara dapat kita lihat dalam PP No 58 Tahun 
2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 Angka 2 yang 
berbunyi “Rumah tahanan negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat 
tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan disidang pengadilan.” 2  Sedangkan pengertian dari Lembaga 
Pemasyarakatan dapat kita lihat dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Pemasyarakatan pada pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang 
                                                             
1
 1 C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana ( Jakarta: Djambatan 1995) h. 78-79  
2
 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 
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selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksakan pembinaan narapidana 
dan anak didik pemasyarakatan.”3 
Dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas sudah jelas 
bahwa Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan berbeda, Rumah Tahanan 
Negara untuk menahan tersangka atau terdakwa sedangkan Lembaga Pemasyarakatan 
untuk pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun saat ini 
bisa kita temukan dimana narapidana yang seharusnya ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara. 
Pembinaan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan 
pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental 
dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, 
dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan 
pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar 
Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat 
yang bebas dan bertanggung jawab.  
Pembinaan kepribadian amatlah penting karena berkaitan erat dengan 
perubahan pada watak dan mental dari tahanan sendiri, pembinaan ini yang nantinya 
banyak berpengaruh terhadap perubahan dari dalam diri tahanan tersebut apakah 
nantinya dapat menjadi warga binaan yang sesuai dengan tujuan dari pemasyarakatan 
itu sendiri. Pembinaan kepribadian sendiri tidaklah mudah, karena untuk 
mempengaruhi bahkan mengubah watak atau mental seseorang itu sulit, perlu adanya 
pedoman dan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh petugas agar dapat mengubah 
sedikit demi sedikit kepribadian dari tahanan. Pembinaan kepribadian ini diharapkan 
                                                             
3
 Undang-undang RI tentang Lembaga pemasyarakatan,  Nomor 12 Tahun 1995. 
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dapat membentuk watak dan mental yang baru bagi tahanan agar menjadi manusia 
yang baru yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan 
dan untuk menghindari melakukan kejahatan lagi.  
Pada prinsipnya pidana penjara di Indonesia saat ini bukan bertujuan sebagai 
sarana balas dendam bagi pelaku kejahatan tapi sebagai usaha untuk 
memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan tersebut dengan pembinaan yang 
nantinya mereka jalani. Tujuan dari pemasyarakatan sendiri ada pada pasal 2 
Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:  
 
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” 
 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu 
rumah tahanan negara yang selain melakukan pembinaan terhadap tahanan tapi juga 
melakukan pembinaan terhadap narapidana. Peneliti melakukan observasi pada hari 
selasa, 3 November 2015 dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB kabupaten Bantaeng 
berjumlah 57 orang. Laki-laki sebanyak 49 orang dan wanita sebanyak 8 orang, satu 
diantaranya narapidana. Beberapa kasus yang mereka hadapi antara lain: kasus 
korupsi dan penganiayaan. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Program Pembinaan Tahanan di Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng”. 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang 
akan dibahas adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada Tahanan 
di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng? 
2. Apa hambatan dalam pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 
IIB Kabupaten Bantaeng? 
 
C. Fokus Penelitian dan deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian  
Dalam hal ruang lingkup penelitian, peneliti memberikan batasan dalam 
penelitian ini agar jelas ruang lingkup yang diteliti. Peneliti memfokuskan 
penelitiannya pada objek studi tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS),
4
 khusunya bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Terkait dengan 
hal itu, penelitian ini menganilisa pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada 
tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng.  
Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, yang menjadi fokus permasalahan 
peneliti adalah a) Bagaimana pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada 
Tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng, b) Apa tantangan dan 
hambatan dalam pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng. 
                                                             
4
 PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka 
yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria sosial yang 
meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecatatan, keterpencilan,  ketunaan sosial dan penyimpangan 
perilaku, korban bencana dan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Lihat peraturan Menteri 
Sosial RI No.08 Tahun 2012, Bab III No.1. 
5 
 
 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, dengan judul penelitian Program 
Pembinaan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. 
maka dapat dideskripsikan  substansi permasalahan penelitian sebagai berikut:  
a. Pembinaan Sosial 
Pembinaan sosial yang dimaksud peneliti adalah apakah tahanan berinteraksi 
secara wajar selama berada ditahanan. 
b. Pembinaan kepribadian 
Pembinaan kepribadian yang dimaksud penelitian ini adalah pembinaan 
mental dan watak agar menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab 
kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 
c. Pembinaan kemandirian 
Pembinaan kemandirian yang dimaksud penelitian ini adalah pembinaan bakat 
dan keterampilan agar tahanan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat 
yang bebas dan bertanggung jawab. 
 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Tujuan kajian pustaka dimaksudakan untuk mengidentifikasi kemungkinan 
signifikan dan kontribusi akademik dari penelitian yang dimaksud, dan untuk 
memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti belum pernah dibahas oleh 
peneliti lainnya, pokok masalah yang akan diteliti mempunyai relevansi (sesuai atau 
tidak sesuai) dengan sejumlah teori yang ada.
5
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 Muljono Dapolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, skripsi, Disertasi dan 
Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13-14. 
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Penelitian tentang pelaksanaan pembinaan tahanan/narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatakan telah pernah dilaksanan oleh beberapa akademisi/mahasiswa 
dengan latar belakang perguruan tinggi dan kompetensi akademik/jurusan yang 
berbeda, sehingga fokus permasalahan, pendekatan teori, metode penelitian 
mahasiswa yang dimaksud sebagai bahan komparatif penelitian terdahulu:  
Wahdaningsih, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul skripsi “Implementasi Hak 
Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Kelas 
IIB Kabupaten Sinjai”. Fokus masalah yang diajukan Wahdaningsih dalam 
penelitiannya adalah bagaimana pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 
Kabupaten Sinjai serta apakah faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak 
narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai. Pendekatan teori yang digunakan 
adalah yuridis empiris. Sedang jenis penelitian yang digunakan Wahdaningsih adalah 
metode kualitatif. 
Hasil penelitian Wahdaningsih menunjukkan metode pembinaan di Rumah 
Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai yang dikategorikan menjadi 
tiga prosedur terencana, yaitu; Program Pendidikan, Program Keterampilan/Keahlian, 
Program kerohanian-religius, Program Sosial Kemasyarakatan. Sedang program 
kerohanian-religius yang ditujukan kepada tahanan sebagai program mendasar dan 
bermanfaat positif untuk membangkitkan kesadaran atau keinsafan para tahanan.
6
 
                                                             
6
 Wahdaningsih, “Implementasi Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan 
Pengajaran di Rumah Tahanan (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai”, Skripsi (Makassar: 
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015). 
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Shelly Andria Rizky, mahasiswa jurusan program kekhususan  Sistem 
Peradilan Pidana (PK V) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan judul 
skripsi “Pembinaan Keterampilan Sebagai Salah Satu Program Pembinaan 
Narapidana Dalam Mencapai Tujuan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan  Kelas IIB 
Batusangkar”. Fokus permasalahan yang diajukan Shelly adalah program pembinaan 
keterampilan yang diberikan kepada narapidana dan manfaat yang dirasakan oleh 
narapidana serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program 
pembinaan keterampilan selama melakukan pembinaan di Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Batusangkar. 
Hasil penelitian Shelly menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan di 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar belum efektif. Pembinaan yang 
diberikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar adalah pembinaan 
kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan 
ialah pembinaan keterampilan. 
Hambatan yang diahadapi adalah alih fungsi yang dimiliki oleh Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar, faktor kapasitas tempat yang dimiliki oleh 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar untuk menjalankan kegiatan 
pembinaan khususnya kegiatan pembinaan keterampilan, sumber daya manusia 
sebagai tenaga ahli dan menjaga serta mengawasi narapidana, kesadaran warga 
binaan pemasyarakatan akan manfaat dari kegiatan pembinaan keterampilan yang 
dijalaninya  kurang efektif karena kurang tersedianya tempat yang memadai, maka 
kegiatan sulit untuk dilaksanakan. 
7
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 Shelly Andria Rizky, “Pembinaan Keterampilan Sebagai Salah Satu Program Pembinaan 
Narapidana Dalam Mencapai Tujuan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan  Kelas IIB Batusangkar”, 
Skripsi (Padang; Prodi. program kekhususan  Sistem Peradilan Pidana (PK V) Fakultas  Hukum 
Universitas Andalas Padang, 2011). 
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Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 
Wahdaningsih dan Shelly Adrian Rizky, antara lain kendala-kendala dalam 
melaksanakan program pembinaan. Di samping itu, penelitian Wahdaningsih dan 
Shelly menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus, juga 
digunakan peneliti menganalisis permasalahan. 
Aspek perbedaanya terletak pada, 1) fokus permasalahan peneliti adalah 
pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada tahanan di Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng, dan 2) tantangan dan hambatan dalam 
pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB  Kabupaten Bantaeng. 
Kedua fokus penelitian ini belum pernah dilaksanakan peneliti terdahulu, karena itu 
peneliti bermaksud menganalisisnya sesuai metode pendekatan yang digunakan. 
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Tabel dibawah ini mendeskripsikan perbedaan dan persamaan yang akan 
dilakukan oleh peneliti. 
Tabel 1. Perbandinagn Penelitian Relevan Terdahulu 
 
 
 
 
  
No 
Nama Peneliti, judul 
Skripsi/Judul 
Perbedaan Penelitian  
Persamaan 
penelitian Penelitian 
Terdahulu 
Rencana 
Penelitian 
1. Wahdaningsih, dari  
Universitas Sultan 
Hasanuddin Makassar --
“Implementasi Hak 
Narapidana untuk 
Mendapatkan 
Pendidikan dan 
Pengajaran di Rumah 
Tahanan Kelas IIB 
Kabupaten Sinjai” 
a. Subjek 
penelitian 
adalah 
pemenuhan 
hak 
narapidana 
a. Subjek 
penelitian 
adalah 
program 
pembinaa
n 
a. Menggunakan 
penelitian 
kualitatif 
2. Shelly Andria Rizky 
dari Universitas 
Andalas--“Pembinaan 
Keterampilan Sebagai 
Salah Satu Program 
Pembinaan Narapidana 
Dalam Mencapai 
Tujuan Pemasyarakatan 
di Rumah Tahanan  
Kelas IIB Batusangkar” 
a. Subjek 
penelitian 
adalah 
program 
pembinaan 
dan 
manfaat 
yang 
dirasakan 
oleh 
tahanan 
a. Subjek 
penelitian 
adalah 
program 
pembinaa
n  
a. Menggunakan 
penelitian 
kualitatif 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan penelitan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui program pembinaan yang diberikan kepada tahanan di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. 
b. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan pembinaan tahanan yang 
dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. 
2. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan Teoritis 
Sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana sosial dan 
melatih kemampuan melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya 
dalam bentuk tulisan. 
2. Manfaat Praktis. 
Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi petugas yang 
bekerja di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dalam melakukan 
pembinaan terhadap tahanan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana 
dengan sebaik-baiknya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Pemberdayaan 
1. Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien 
mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan 
tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk 
mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang 
telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan 
merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan 
akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai 
tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.
1
 Sedangkan secara 
konseptual, pemberdayaan berasal dari kata “power” yang berarti kekuatan.2 
Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai empowerment. Istilah 
pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah 
dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri 
mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai 
pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri kearah yang lebih baik. Kata 
“berdaya” diartikan sebagai kontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatan-
kegiatan yang memberikan seseorang kekuatan untuk melakukan sesuatu atau 
membuat seseorang layak.
3
 
                                                             
1
 Payne, Malcolm. Social Work and Community Care. (London: McMillan, 1997)  h. 266. 
2
Kusnadi, Pemberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 
2005), h. 220. 
3
Hasan Alwi, Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Gaya Media, 2001), h. 24. 
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Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat 
untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap 
kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 
Pemberdayaan ini menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, 
dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang 
lain yang menjadi perhatiannya.
4
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pemberdayaan masyarakat adalah 
upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri 
dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengatasi masalah-
masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan 
memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.  
2. Pandangan Islam Mengenai Pemberdayaan  
penyimpangan dari pola tingkah laku dan nilai dasar norma yang berlaku 
dalam hal ini nilai-nilai dasar islam. Persoalannya menjadi jelas, tinggal yang kita 
perlukan adalah analisis bagaimana islam memberikan solusi terhadap permasalahan 
tersebut. Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan 
menuju keadilan sosial” tersebut. Pertama adalah pemahaman kembali konsep Islam 
yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan, konsep agama yang 
dipahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan jiwa dan 
ruh Islam itu sendiri. Kedua, pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial 
budaya.
5
 . Sebagaimana dalam QS Ar Ra’du/13: 11. 
                                                             
4
 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, 
2005), h. 58. 
5
 Muhammad Anshori, Pengembangan Masyarakat Islam, (Jakarta : Refika, 2009), h. 36. 
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                                
                                 
         
Terjemahnya: 
bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia.
6
 
Makna yang terkandung dalam ayat tersebut bahwa tiap manusia baik yang 
bersembunyi ataupun yang nampak ada malaikat yang terus menerus bergantian 
memelihara dari kemudharatan dan memperhatikan gerak gerik setiap manusia, 
sebagaimana berganti-ganti pula malaikat yang lain yang mencatat segala amalannya, 
baik maupun buruk. Ada malaikat malam dan ada malaikat siang, satu berada 
disebelah kiri yang mencatat segala amal kejahatan dan satu disebelah kanan yang 
mencatat segala amal kebajikan, dan dua malaikat bertugas memelihara dan 
mengawasi manusia. Adapun malaikat yang dimaksud dalam ayat ini adalah malaikat 
hafadzah (penjaga). 
Pemberdayaan  dilakukan dengan berpegang teguh kepada prinsip bahwa 
mereka memiliki kemampuan untuk mengubah diri mereka dengan penguatan 
kekayaan mentalitas yakni keimanan dan ketakwaan serta penguatan keterampilan 
bertahan hidup yang terpendam. Ini adalah tugas pengembangan masyarakat sebagai 
pendamping untuk menolong mereka agar keluar dari keterpurukan hidupnya. 
                                                             
6 Tim Disbintalad, Al-Qur’an dan Terjemah Indonesia (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002) h 465. 
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Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai salah satu alat perubahan dalam 
mencapai masyarakat sosialis Indonesia, ide pengayoman dan bertujuan membimbing 
dan mendidik tahanan agar menjadi peserta aktif dan menjadi lebih baik dalam hidup 
bermasyarakat, dengan menyadari bahwa setiap manusia adalah mahkluk Tuhan yang 
hidup bermasyarakat maka dalam sistem permasyarakatan Indonesia para tahanan 
diintergrasikan dengan masyarakat dan diikut sertakan dalam pembangunan agar 
dapat menimbulkan diantara mereka rasa ikut turut bertanggung jawab dalam usaha 
membangun diri sendiri, keluarga serta negara agar lebih maju. Memberdayakan 
tahanan khususnya tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat 
lainnya.  
Pemberdayaan tahanan dilakukan melalui pembinaan yang dibagi dalam dua 
bidang, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirinan sebagaimana 
berikut: 
a. Pembinaan Kepribadian 
Pembinaan kepribadian diberikan dalam rumah tahanan melalui program-
program:  
1) Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapart diteguhkan 
imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan 
dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan perbuatan 
yang salah. 
2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Upaya yang dilaksanakan 
melalui pendidikan pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat 
menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti untuk bangsa dan negara 
adalah sebagian dari iman. 
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3) Pembinaan kemampuan intelektual. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan 
serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat 
sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif  yang diperlukan selama 
masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui 
pendidikan formal maupun informal. 
4) Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan 
dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai 
kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat 
menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka untuk menegakkan hukum 
dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, 
ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga negara 
Indonesia yang taat kepada hukum. 
5) Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat. Pembinaan dibidang ini 
dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang 
bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh 
masyarakat lingkungannya. 
b. Pembinaan Kemandirian 
Pembinaan kemandirian diberikan dalam rumah tahanan melalui program-
program: 
1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan 
tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik. 
2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya 
pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi 
bahan setengah jadi. 
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3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. 
Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan 
pengembangan bakat itu. Misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka 
diusahakan untuk disalurkan keperkumpulan-perkumpulan seniman untuk 
dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapat nafkah. 
4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan 
pertanian/perkebunan dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi 
tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu.
7
  
Ditempat ini petugas bimbingan kemasyarakatan mulai menjalankan perannya 
yaitu memantau tahanan/narapidana yang bersangkutan untuk diketahui keadaan 
hidupnya terutama mengenai jiwanya, kepribadiannya, lingkungannya, 
pendidikannya, hobinya, pekerjaannya dan lain-lainnya.  
3. Tujuan Pemberdayaan 
Pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat 
menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan 
mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian 
masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap 
masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.
8
 
Menurut Agnes Sunartiningsih,  proses pemberdayaan masyarakat yang 
dilakukan diharapkan mampu: 
a.  Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya. 
                                                             
7
 Harsono.C.I, sistem baru  pembinaan  narapidana,  (Jakarta: Djambatan, 1995)  h 31-52 
8
 Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Gava Media, 2004) 
h 80 
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b. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang         
mereka miliki. 
c.  Meningkatkan kualitas hidup anggota 
d.  Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat. 
e.  Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang   diperlukan. 
Tujuan dari pemberdayaan masyarakat menunjuk pada keadaan atau hasil 
yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat 
yang tidak berdaya menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai 
pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang 
bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu 
menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan 
sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.
9
 Secara umum dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu membuat masyarakat 
berdaya dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam 
kehidupan untuk meningkatkan. 
 
B. Penangkapan dan  Penahanan   
1. Pengertian Penangkapan 
Penangkapan dan penahanan adalah dalam rangka untuk memperoleh 
keterangan dari tersangka melalui proses pemeriksaan. Dalam berbagai laporan 
banyak dilakukan tindakan penyiksaan oleh aparat penegak hukum kepolisian. Akar 
dari tindakan penyiksaan terdapat dalam diri setiap orang, yaitu: 
                                                             
9
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, 
2005), h. 58. 
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1) Jauh dibawah alam sadar setiap manusia ada semacam dorongan untuk 
menghancurkan, menyerang atau menyakiti orang lain 
2) Bila dorongan tersebut terpenuhi, maka akan timbul rasa senang dan puas 
tiada tara 
3) Rasa sakit adalah sebagai “tungku” kebenaran  
4) Penyiksaan adalah merupakan cara yang pasti untuk membebaskan penjahat 
yang tangguh dan menghukum orang lemah yang tidak bermasalah 
5) Penyiksaan merupakan mekanisme untuk menekan pembangkang politik dan 
ideologis 
6) Cara-cara yang kejam biasanya digunakan oleh aparat untuk memperoleh 
informasi atau pengakuan, mengkhianati teman, ataupun menyebarluaskan 
rasa takut untuk mencegah meluasnya oposisi politik 
7) Penyiksaan harus dimengerti dalam konteks struktural, khususnya struktur 
kekuasaan. Terdapat dua motif dasar aparat negara yang dibangun 
berlandaskan kekuasaan dan bukan kedaulatan dalam melakukan penyiksaan: 
a. Pertama, mengatasi perlawanan; 
b. Kedua, membangun kepatuhan pada masyarakat 
Dalam hukum acara pidana tatacara pelaksanaan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan dan penyitaan pun diatur secara detail dalam beberapa pasal yaitu: 
a. Penangkapan  
Pasal 1 angka 20 
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna 
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kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
10
 
Ketika syarat-syarat probabilitas penyebab ada atau tidak saat terjadi 
penangkapan, tidak akan membatalkan penangkapan
11
 
1) Taking a Person into Custody (menangkap seseorang untuk diperiksa) 
Penangkapan dapat dilakukan baik dengan atau tanpa surat penahanan resmi. 
Surat penahanan adalah sebuah perintah untuk menangkap seseorang yang 
ditandatangani oleh hakim menganggap telah tercipta probabilitas penyebab. Jika 
memungkinkan, sebaiknya polisi memiliki surat penahanan resmi sebelum 
melakukan penangkapan. Penangkapan tanpa surat resmi biasanya dilakukan dalam 
kondisi “darurat” oleh polisi patroli. 
Polisi dapat melakukan penangkapan dengan berbagai cara. Polisi dapat 
menyatakan bahwa seeorang ditangkap dan memegang bahu tersangka untuk 
menguatkan pernyataan verbal. Bentuk itu dipandang sebagai penangkapan “ringan”. 
2) Arrest and detention (penangkapan dan penahanan)  
 Meski penangkapan berarti membawa seseorang untuk diperiksa sekaligus 
membatasi gerak-geriknya, beberapa peristiwa tertentu yang juga mengandung 
pembatasan kebebasan tidak dikategorikan sebagai penangkapan. Termasuk 
didalamnya: menempatkan seseorang dikantor polisi karena kesehatan mentalnya, 
membawa remaja  berusia dibawah 18 tahun kekantor polisi karena pertimbangan 
tertentu, atau menempatkan seorang pemabuk dalam perlindungan. 
                                                             
10
 Rahman syamsuddin., SH., M.H,  Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan 
(Makassar : alauddin University Press, 2013)  h. 55. 
11
 Henry v. United States, 1959, U.s. Supreme Court, http://googleweblight.com, diakses 
Tanggal 10 Februari 2016  
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Kesulitan utama dalam hal definisi adalah perbedaan antara penahanan dan 
penangkapan. Kedua konsep tersebut memiliki beberapa kesamaan: (1) adanya 
penahanan terhadap seorang individu pada waktu khusus; dan (2) adanya unsur 
keberlansungan dalam penahanan sampai waktu yang ditentukan terhadap individu 
bersangkutan. 
3) Arrest and Police Practice (Peangkapan dan Praktiknya Oleh Polisi) 
Karena penangkapan mengharuskan persyaratan resmi (probabilitas 
penyebab) dan menciptakan risiko hukum (misalnya polisi dapat dituduh melakukan 
salah tangkap atau menghadapi tuntutan sipil atas kerusakan), pollisi terkadang 
menghindari penangkapan dan memilih interogasi ditempat untuk penyelidikan 
menggambarkan kategori luas dari kegiatan polisi, mulai dari menghentikan orang di 
jalan sampai menahannya untuk diinterogasi selama beberapa menit atau bahkan 
beberapa jam. Pemeriksaan individu merupakan praktik lazim yang dilakukan polisi. 
4) Judicial Review of Arrest Practices and the Police (Hak Uji Materiil atas 
Praktik Penangkapan dan Polisi) 
Karena warga menuntut polisi untuk bersikap efisien dalam mengatasi kejahatan, 
tetapi pada saat bersamaan menempatkan batasan dalam penggunaan kekuatan, 
sebuah dilema tercipta bagi polisi, bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan untuk 
menanggulangi kejahatan dengan hak-hak dan kebebasan pribadi. 
Tak terelakkan lagi, penangkapan oleh polisi dapat menjadi pokok uji materiil. 
Ketika pengadilan menyatakan bahwa polisi telah melanggar prosedur penangkapan, 
polisi dipertanyakan, tetapi juga merasa kompetensi profesional mereka dilumpuhkan 
karena tersangka bebas. Seiring peraturan yang mengatur kerja polisi senantiasa 
berubah, polisi terus menguji batas kewenangan penangkapan mereka dalam upaya 
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sehari-hari untuk mengendalikan kejahatan.
12
 Prosedur penangkapan terahadap 
tersangka atau pelaku tindak pidanadalam KUHAP memiliki SOP (Standar Operating 
Procedure) tertentu agar tindakan hukum bisa berjalan sesuai aturan. Jika pelaku 
hukum dalam hal ini adalah penegak hukum tidak mengindahkan prosedur hukum 
acara yang telah ada, maka banyak kemungkinan akan muncul perspektif bermacam-
macam dari masyarakat. 
 
2. Pengertian Penahanan  
Pelaksanaan penahanan merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya 
mewujudkan tujuan pemidanaan, bahkan polisi dan jaksa merupakan unsur yang 
kritis didalam keadilan dan amat besar pengaruhnya terhadap siapa akan dilakukan 
penahanan dan penuntutan.
13  Pasal 1 angka 21. Penahanan adalah penempatan 
tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau 
hakim dengan penetapannnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini.  
Pasal 21 KUHP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang perlunnya 
penahanan. Teori membedakan tentang sahnya dan perlunya penahanan. Dalam 
penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disini 
terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan 
hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban 
umum di lain pihak yang harus di pertahankan untuk orang banyak atau masyarakat 
dari perbuatan tersangka.  
                                                             
12
 Rahman syamsuddin., SH., M.H,  Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan, h 61-
64. 
13
Loebby Logman, Pra-Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)  h  91. 
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Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya dapat diabaca dalam 
undang-undang delik-delik yang mana yang termasuk tersangkanya dapat dilakukan 
penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. 
Sedangkan perlunnya penahanan bersifat karena yang menentukan kapan dipandang 
perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan 
penahanan.  
Substansi surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan 
hakim dalam hal dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, 
didalam surat tersebut harus memuat: 
1. Identitastersangkaatauterdakwa; 
2. Alasn dilakukannyapenahanan; 
3. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan; 
4. Serta tempat tersangka/terdakwa ditahan. 
Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan 
hakim harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Penahanan 
dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau 
percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : 
a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih 
b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 
335 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 
454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, pasal 560 KUHPKekeliruan dalam penahanan 
dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahanan. Dalam KUHAP diatur 
tentang ganti rugi dalam pasal 95 disamping kemungkinan digugat  pada praperadilan. 
Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal. 
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Pasal 21 
(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang 
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan 
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak 
atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 
(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut 
umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah 
penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau 
terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara 
kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. 
(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan 
hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada 
keluarganya. 
(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa 
yang melakukan tindak pindana atau terdakwa yang melakukan tindak pidana 
dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut 
dalam hal : 
a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; 
b. Tindak pidana sebagaiman dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 
335 ayat (1), pasal 351 ayat(1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 445, pasal 459, 
pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 
26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea Dan Cukai, terakhir 
diubah dengan Staatblad Tahun 1931 Nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 
Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 
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1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 
42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang 
Narkotika (lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3086). 
Pasal 22  
(1) Jenis Penahanan dapat berupa: 
a. Penahanan rumah tahanan negara; 
b. Penahanan rumah; 
c. Penahanan kota. 
(2) Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau rumah kediaman 
tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk 
menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam 
penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 
(3) Penahanan kota dilaksanakan dikota tempat tinggal atau tempat kediaman 
tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. 
(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan. 
(5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya 
waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah 
lamanya waktu penahanan.  
Pasal 23  
(1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis 
penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang satu kepada jenis 
penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. 
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(2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah 
dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya 
diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada 
instansi yang berkepentingan. 
Pasal 24 
(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat ((1) apabila diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh 
penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. 
(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup 
kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu 
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. 
(4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan 
tersangka dari tahanan demi hukum.
14
 
 
Pasal 25  
(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana tesrsbut pada ayat (1) apabila diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua 
pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari. 
                                                             
14 Rahman Syamsuddin, SH., M.H Hukum Acara Dalam Integrasi Keilmuan , h. 74 
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(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup 
kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu 
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. 
(4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah 
mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. 
Pasal 26 
(1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan 
surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua 
pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. 
(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup 
kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu 
penahanan tersebut, jika kepentigan pemeriksaan sudah terpenuhi, 
(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, 
terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
 
Pasal 27 
(1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagimana dimaksud dalam 
pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan 
surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. 
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(2) Jangka waktu sebgaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua 
pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. 
(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup 
kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya 
waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. 
(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, 
terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukuman. 
 
Pasal 28 
(1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang 
mengeluarkan suarat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari 
(2) Jangka waktu segaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlakukan guna 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua 
Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari. 
(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup 
kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu 
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. 
(4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, 
terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
Pasal 29 
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(1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 
24, pasal25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, 
penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat dihindarkan karena: 
a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mentalyang berat, yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau 
b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun 
atau lebih. 
(2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untukpaling lama tiga puluh 
hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang 
lagi untuk paling lama tiga puluh hari. 
(3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan 
pemeriksaan dalam tingkat: 
a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri; 
b. Pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi; 
c. Pemeriksaan banding-diberikan oleh Mahkamah Agung; 
d. Pemeriksaan kasasi diberikan oleh ketua Mahkamah Agung; 
(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada 
ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. 
(5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan 
dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu 
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. 
(6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai 
diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah 
dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
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(7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau 
terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat : 
a. Penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi; 
b. Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua 
Mahkamah Agung. 
 
 
Pasal 30 
Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, 
pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut 
pada pasal 29 ternyata  tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti 
kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96. 
 
Pasal 31 
(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau 
hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan 
penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang 
berdasarkan  syarat yang ditentukan . 
(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu 
dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa 
melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
15
  
                                                             
15
 Rahman Syamsuddin, SH., M.H, Hukum Acara Dalam Integrasi Keilmuan , h. 65-78 
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Penahanan adalah upaya menempatkan tersangka/terdakwa disuatu tempat 
yang telah ditentukan, karena alasan dan dengan cara tertentu yang mengacu kepada 
prosedur hukum yang berlaku. 
 
C. Tahanan 
Tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan 
bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilankan barang bukti atau 
mengulangi tindak pidana, sehingga membahayakan masyarakat. Yang berhak 
menahan adalah polisi, jaksa dan pengadilan. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 
58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaaan Wewenang Tugas 
Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai 
pengertian tahanan. Dalam Pasal tersebut bahwa :  
1. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari 
penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN). 
2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam 
RUTAN/Cabang RUTAN. 
3. Petugas RUTAN/Cabang RUTAN adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi 
tugas untuk melakukan perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN. 
4. Menteri adalah Menteri yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi 
bidang perawatan tahanan.16 
“Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalamRUTAN/Cabang 
RUTAN”.  
                                                             
16
 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang syarat-syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Wewenang , Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan , No.58 Tahun 1999. 
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Selain pengertian diatas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan 
definisi tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan 
tindak pidana atau kejahatan. 
Dari beberapa pengertian diatas dapatlah ditarik kesimpulan mengenai 
tahanan, yaitu seseorang yang kehilangan kebebasannya dan ditempatkan dalam 
rumah tahanan oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. Seseorang tersebut 
hanya kehilangan hak kebebasannya saja, sedangkan hak lain yang melekat padanya 
masih tetap berlaku. Jenis tahanan meliputi: 
1. Tahanan rumah tahanan negara (RUTAN). 
2. Tahanan rumah, yaitu tersangka atau terdakwa ditahan di tempat tinggal 
/rumah kediamannya dengan diawasi. 
3. Tahananan kota yaitu, tersangka atau terdakwa ditahan di kota tempat tinggal 
atau, Tersangka atau terdakwa ditahan di tempat kediamannya baik di kota 
tempat tinggal atau di tempat kediamannya, tersangka atau terdakwa wajib 
lapor pada waktu yang ditentukan. 
Dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa peraturan disiplin 
tahanan. Setiap pelanggaran terhadap peraturan disiplin, maka akanada sanksi yang 
harus dijalani bagi sang pelanggar. Dalam lingkup Rumah Tahanan, peraturan 
disiplin tahanan meliputi:  
Setiap orang yang: 
a. Melanggar perintah sah dari petugas Lembaga. 
b. Tidak hati- hati atau lalai dalam bekerja.  
c. Bertindak secara kasar atau tidak senonoh, melalui kata- kata atau tingkah laku.  
d. Dengan sengaja mengancam orang lain  
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e. Berkomunikasi tanpa izin dengan siapa saja kecuali seorang tahanan, petugas 
Lembaga Pemasyarakatan atau orang lain yang secara sah diperbolehkan masuk ke 
dalam Pemasyarakatan.  
f. Meninggalkan sel tahanan, tempat kerja atau tempat yang dituju tanpa izin.  
g. Berdagang dengan barang- barang yang terlarang  
h. Berjudi  
i. Bersangkutan dengan pemeriksaan kedokteran yang dilaksanakan, mengganggu, 
mengubah atau mengganti hasil pemeriksaan atau contoh.  
Jika terbukti melakukan pelanggaran ringan terhadap peraturan disiplin, 
dapat dikenakan satu alau lebih dari hukuman sebagai berikut :  
1. Peringatan atau teguran;  
2. Pencabutan hak- hak istimewa  
3. Pelaksanaan tugas- tugas tambahan. 
D. Rumah Tahanan Negara (Rutan)  
Dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia di Indonesia, maka peranan Rutan sangatlah penting. Berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 
1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: Rumah 
Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan 
selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan 
dibentuk oleh Menteri ditiap Kabupaten dan Kotamadya yang juga berperan sebagai 
pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan 
pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintergrasi. Sejalan dengan itu 
Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menuliskan bahwa: 
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Pemasyarakatan adalah proses kehidupan nantara narapidana (unsur diri) 
masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan yang menjurus dan meznjelma 
sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan unsur-unsur diri 
masyarakat. Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Rutan dari 
sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan.
17
 Ketika dijatuhi vonis dan 
ditetapkan melanggar hukum, maka pemulihan yang harus dilakukan harus berada 
dilingkungan yang layak. Sehingga narapidana menjalaninya bukan lagi seperti orang 
yang dihukum (dipenjarakan). Rutan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, 
sehingga ketika narapidana kembali ke masyarakat akan biasa mematuhi nilai dan 
norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.  
Bagi para narapidana yang ditempatkan (dibina) di rutan adalah narapidana 
yang masa pidananya tidak lebih dari 12 bulan (1 tahun), Realitasnya masih 
ditemukan adanya narapidana dengan masa pidana lebih dari 12 bulan yang 
ditempatkan dalam Rutan untuk dibina. Alasan pembenar ini dilandasi oleh segi 
finansial untuk pengadaan Lapas di setiap kabupaten. Padahal bila kita menyimak 
ketentuan Pasa 4 ayat (1) UU Pemasyarakatan secara tegas berbunyi: “LAPAS dan 
BAPAS didirikan di setiap ibukota dan kabupaten atau kota madya”.  
Hal ini menandakan bahwa realisasi dari ketentuan UU Pemasyarakatan itu 
sendiri telah terabaikan sehingga tidak dapat disalahkan ketika banyak orang melihat 
bahwa hukum itu hanyalah sesuatu yang tertulis semata dan tidak memiliki ruang 
(mati). Akan tetapi dengan pemberdayaan sarana yang ada di Rutan, tetap diupayakan 
secara maksimal dengan melakukan pembinaan agar narapidana dapat melakukan 
interaksi secara sehat sehingga output dari itu untuk dapat kembali ke dalam 
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 Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum 
Di Indonesia  (Bandung : PT Alumni. 1975), h. 59. 
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masyarakat dapat terwujud. Hal ini didasari pada ketentuan UU Pemasyarakatan 
dalam Pasal 3 yaitu:  
Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan 
agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan 
kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hampir 
tidak ada yang membedakan antara tugas pokok Lapas dengan Rutan, hanyalah 
persoalan penempatan tahanan yang menjadi tolak ukur perbedaannya. Tugas dari 
Rutan adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan pemasyarakatan narapidana 
dan tahanan.  
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Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-
PK.04.10 Tahun 1985 dimana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:  
1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta 
memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan. 
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.  
3. Memberikan bimbingan bagi tahannan.  
Surat keputusan Menteri Kehakiman yang disebutkan diatas, semakin 
diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02-PK.04.10 Tahun 
1990 yang mana disebutkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan 
pembinaan narapidana dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparatur 
dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-
fungsinya yaitu:  
1. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik. 
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.  
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian  
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan  
5. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.  
Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem 
pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program 
pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak 
lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan 
dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya di masyarakat melalui 
peran aktif mereka dalam pembangunan.  
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Sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode (Dirjen 
Pemasyarakatan),yaitu: 
a. Periode pemasyarakatan I 1963-1966), Periode ini ditandai dengan adanya 
konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional 
yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan 
pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah 
pemasyarakatan. Pada konfrensi Dinas Derektoral Pemasyarakatan di Lembang 
Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika 
sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi 
pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan. 
b. Periode Pemayarakatan II (1966-1975) Periode ini ditandai dengan pendirian 
kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang 
sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan 
adanya trial and  error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi 
pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya 
perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga. 
c. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang) Periode ini dimulai dengan adanya 
Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang 
sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai 
landasan  struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana 
personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi 
pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu 
pemasyarakatan. 
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Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap (Dirjen 
pemasyarakatan, 1983) yaitu: 
a. Tahap pidana hilang kemerdekaan (1872-1945) 
Tujuan dari tahap ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga  tidak 
melanggar hukum lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan 
dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal 
sebagai penjara. 
b. Tahap pembinaan (1945-1963) 
 Tahap ini bertujuan membina narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem 
pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi 
kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah 
dari masyarakat. 
c. Tahap Pembinaan Masyarakat(1963-sekarang) 
Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota 
masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan 
yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa 
dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari 
masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan 
tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih 
ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis dan 
kebutuhannya.  Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian 
proses  pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.
18
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan (entity) 
sebuah fenomena.
1
 Jenis penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang dimaksud 
untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena dalam suatu tulisan yang bersifat 
naratif artinya data, fakta yang dihimpun berupa kata, lisan atau gambar. 
Mendeskripsikan objek peneliti dengan menggambarkan apa, mengapa, dan 
bagaimana suatu kejadian terjadi sesuai fakta yang ada di lapangan melalui 
pengumpulan data yang diperoleh peneliti. 
Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam tulisan ini 
dimaksudkan untuk menggali suatu fakta lalu memberikan penjelasan terkait 
berbagai realita yang ditemukan mengenai kondisi di lapangan yang berhubungan 
langsung dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng yang 
menyangkut proses, metode atau cara pembinaan, manfaat pembinaannya serta 
faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan tahanan.  
Metode penelitian kualitatif digunakan peneliti karena permasalahan masih 
sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah diperlukan pendalaman 
lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini berkonteks lapangan (field research), 
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Suwardi Endswarsa. Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 2003),  h. 16. 
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yang berarti sumber data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui 
teknik pengumpulan data kualitatif. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Jl. Mawar No.9 Kabupaten Bantaeng, 
Sulawesi Selatan. Waktu yang digunakan selama proses penelitian berlangsung 
berkisar satu bulan (29 maret s/d 29 April), sejak proposal penelitian dirancang 
hingga tahap akhir penelitian (sidang munaqasah). 
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk mengungkap pola pikir yang 
digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya, atau disiplin ilmu yang dijadikan 
acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan teori dan metode 
penelitiannya.
2
 Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah 
pendekatan sosiologis dan psikologi.  
Pendekatan sosiologis digunakan karena dalam fenomena kemasyarakatan 
terjadi dinamika interaksi antara sesama manusia. Dengan demikian dalam menelaah 
keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng yang 
merupakan bagian dari institusi pemasyarakatan  akan banyak terkait dengan 
dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan di lapangan sehingga dalam penelitian 
ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah dan mencermati interaksi 
dalam proses pembinaan. 
Psikologi ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata psyche yang artinya jiwa 
dan kata logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan, sehingga dapat diartikan 
                                                             
2 Muljono Damopolii, pedoman penulisan karya tulis ilmiah (Makassar: Alauddin press) h. 16. 
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sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa, yaitu sebuah bidang ilmu pengetahuan dan 
ilmu terapan yang mempelajari perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah.
3
 
Pendekatan Psikologi digunakan untuk melihat dan mengetahui karakteristik 
kejiwaan pada tahanan yang terdapat dalam ruang lingkup Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Kabupaten Bantaeng.. 
C. Sumber Data 
Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif mengacu pada esensi manusia, 
objek, dan situasi. Secara esensial, pengalaman kasar tersebut kemudian diubah 
menjadi tulisan, yang masing-masing bagiannya terakumulasi dalam teks yang 
diperluas.
4
 Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan sekunder.  
1. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang 
diperoleh langsung dari informan yang dianggap relevan. 
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan lapangan berupa 
jumlah karyawan Rutan Bantaeng, tahanan Rutan kajian kepustakaan dari 
hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan 
penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan 
dalam bentuk buku. kajian terhadap artikel atau buku-buku yang ditulis oleh 
para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 
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Lailatul Fitria, Pengantar Psikologi Umum (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), h. 1. 
4
 Norman K. Denzin dan Yvona S. Lincoln, eds., Handbook of  Qualitative Research (Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 593 
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D. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 
penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 
teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Observasi 
Observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap objek 
penelitian, peneliti dalam pengamatannya saat melakukan penelitian dilapangan 
memperhatikan beberapa hal diantaranya, objek penelitian yaitu pembina dan 
tahanan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah proses 
Pembinaan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. 
fokus pengamatan terhadap aktivitas pembinaan, perilaku dan interaksi sosial 
tahanan/narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. 
Selain itu juga diamati bagaimana peran para pembina dalam melakukan proses 
pembinaan terhadap para tahanan/narapidana di Rutan tersebut. 
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan guna memperoleh data secara langsung dari informan, 
yaitu dari petugas rumah tahanan tentang program pembinaan yang ada di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. Wawancara merupakan alat 
pengumpulan informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial, dalam 
mengumpulkan data peneliti menggunakan buku catatan dan pulpen. 
  
42 
 
Dalam wawancara yang dilakukan peneliti ada 5 (lima) informan, yaitu: 
a. Kasubsi pel.Tahanan : 2 (dua) orang 
b. Kasubsi Pengelolaan : 1 (satu) orang 
c. Tahanan : 2 (dua) orang 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah sumber data pendukung penelitian berupa spanduk, 
gambar yang terkait dengan Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kabupaten Bantaeng 
seperti Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kabupaten Bantaeng. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah 
instrumen kunci. Kedudukan peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif 
adalah hal yang utama karena hal yang utama karena ia sebagai perencana, 
pelaksana pengumpulan data, analisis dan penafsir data serta pelapor hasil 
penelitian.
5
 keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 
digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penyususnan skripsi ini 
meliputi; observasi, pedoman wawancara (interview guide) dengan daftar 
pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera dan buku catatan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kulitatif yaitu upaya 
yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 
satuan yang dikelolah, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
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 Lexy Johanes Moleong, metodologi penelitian kualitatif,  (Cet. XV; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2001), h. 112. 
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menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kepada orang lain.
6
 Hasil penelitian lapangan berupa transkip hasil 
wawancara, pengamatan dan dokumen yang telah terkumpul, kemudian 
dikorelasikan dengan pendekatan teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan 
umum. 
Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai 
dari: 
a. Analisis data  
Kegiatan-kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: 
menetapkan fokus penelitian, penyusunan temuan-temuan sementara 
berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data 
berikutnya, penetapan sasaran pengumpulan data (informan, situasi, 
dokumen). 
b. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksikan, 
memfokuskan dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan-catatan 
lapangan. Reduksi data dimaksudkan untuk menentukan data sesuai dengan 
fokus penelitian tentang pembinaan tahanan/narapidana di Rumah Tahananan 
Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. 
c. Penyajian Data 
Penyajian data adalah metode mengorganisir suatu data yang memudahkan 
peneliti untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan. Sajian data 
pada penelitian ini adalah proses memilih data yang disesuaikan dengan fokus 
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permasalahan dan tujuan penelitian. 
d. Penyimpulan Data 
Verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu penjelasan tentang makna data.   
Pada tahap ini keseluruhan permasalahan dijawab sesuai dengan kategori data 
dan masalahnya dan menunjukkan kesimpulan yang mendalam/konfrehensif 
dari temuan data penelitian tentang pembinaan tahanan/narapidana di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Profil Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng 
1. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng 
Latar belakang terbentuknya Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng terjadi sekitar 1908. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya tahanan 
di mana perkembangan jumlah pelanggar hukum sangatlah pesat khususnya di 
wilayah Sulawesi Selatan. 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng yang berlokasi di 
Jalan Mawar No. 9, di jadikan sebagai tempat untuk membina tahanan dan 
narapidana. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng berdiri di atas 
tanah seluas 2,460 meter persegi dengan luas bangunan 1,126 meter persegi. 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng terdiri atas ruang 
perkantoran, masjid, gedung/kamar hunian. 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng memiliki 
kapasitas isi 62 orang tahanan, hingga April 2016 tercacat penghuni Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng  mencapai 91 orang warga binaan. 
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Rumah Tahanan Negara Kelas 
IIB Kabupaten Bantaeng memerlukan organisasi yang terpadu dan terkoordinir 
dalam rangka mengatur dan memberdayakan semua potensi yang dimiliki demi 
kelancaran operasional tugas, fungsi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan, 
untuk mencapai tujuan tersebut juga perlu didukung oleh perangkat organisasi 
lainnya yaitu sarana prasana dan anggaran yang  memadai.
1
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Mansur,  kasubsi pelayanan tahanan Rutan Kelas IIB Bantaeng, Wawancara,Bantaeng, 
30 Maret 2016 
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2. Visi dan Misi 
Adapun visi dan misi dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng adalah sebagai berikut 
Visi : 
Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan 
(reintegrasi sosial) dengan menjunjung tinggi prinsip pengayoman kepada 
masyarakat dan individu. 
Misi  
Mengoptimalkan pelayanan prima dalam pelaksanaan perawatan tahanan 
dan pembinaan narapidana serta masyarakat, instansi penegak hukum, instansi 
lain dan pihak swasta melalui prosedur dengan mewujudkan kondisi rumah 
tahanan negara Bantaeng yang aman, tertib, bersih dan terpelihara. 
3. Tujuan  
Pelayanan tahanan, pembinaan narapidana adalah meningkatkan kualitas: 
1. Ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa 
2. Intelektual 
3. Sikap disiplin dan perilaku 
4. Keterampilan 
5. Kesehatan jasmani  
6. Peningkatan pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana serta kondisi 
rumah tahanan negara yang kondusif 
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Bagan 4.1 
Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Rutan 
Muh Kamal,S.sos,SH,M.Si 
Tata Usaha  
HJ. Sitti Nurbayah 
Kasubsi pel. Tahanan 
Mansur, S.sos 
 
Kasubsi Pengelolaan 
H. Abd Kadir S.sos 
Ka. K P R 
Burhan Manaf, S.pd.I  
Registrasi 
Mas’ud 
BIMPAS 
Akhmad 
Pendidikan  
Harlina, SE 
Perawatan 
Herinurdi 
Petugas Dapur 
Daud 
Persuratan 
Fatmawati 
Bendahara pengeluaran 
Safri 
 
Kepegawaian 
Safri 
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4. Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng 
Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng disesuaikan dengan proses dan 
tahap pembinaan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah 
untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidananya lagi, sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat 
berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab. Pelaksanaan pembinaan pada umumnya seperti dalam 
ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. 
Adapun klasifikasi usia dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan 
(Tahanan dan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng adalah sebagai berikut: 
TDL :  Tahanan Dewasa Laki-Laki    
TAL :  Tahanan Anak Laki-Laki  
NDL :  Napi Dewasa Laki-Laki  
NAL :  Napi Anak Laki-Laki           
TDP :  Tahanan Dewasa perempuan 
TAP :  Tahanan Anak Perempuan 
NDP :  Napi Dewasa Perempuan 
NAP :  Napi Anak Perempuan 
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Tabel 4.1 
Data Jumlah Tahanan/Narapidana Rutan Kelas IIB Bantaeng 
 
 
Sumber data dokumentasi Rutan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng 2016 
 
 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng memiliki daya 
tampung sebanyak 62 orang hingga 14 April 2016 jumlah warga binaan di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng adalah sebanyak 91 orang dan 
terjadi kelebihan daya tampung (over capacity) penghuni di Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng yaitu 47 orang atau atau 147%.
2
  
Mekanisme kerja Pembina Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng sebagaimana yang tercantum dalam struktur organisasi yang terdiri dari 
bagian administrasi, kepegawaian, keamanan, dan bagian pembinaan. Seluruh 
bagian tersebut.  
                                                             
2
Data dokumentasi Rutan Kelas IIB Bantaeng, Bantaeng, 30 April 2016  
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B. Pelaksanaan Program Pembinaan yang diberikan kepada Tahanan di 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. 
1. Pelaksanaan Pembinaan 
Pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan tahanan pada umumnya 
dan UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, namun dengan permasalahan 
yang dihadapi oleh para tahanan/narapidana hendaknya dilaksanakan lebih 
spesifik dan perlu kerja sama. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abd 
Kadir, Kasubsi pengelolaan Rutan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng, bahwa:  
Mekanisme kerja pembina Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng yang tercantum dalam struktur organisasi yang terdiri dari bagian 
administrasi, kepegawaian, keamanan, dan bagian pembinaan. seluruh bagian 
tersebut berkoordinasi dalam proses pembinaan/bimbingan. Keberadaan pembina 
sesuai dengan kualifikasinya masing-masing namun tetap bekerjasama dalam 
membina para tahanan/narapidana sehingga membuat seluruh kegiatan pembinaan 
berjalan lancar dan efektif.
3
 
Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan tahanan/narapidana di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng disesuaikan dengan proses dan 
tahap pembinaan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah 
untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidananya lagi, sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat 
berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan 
                                                             
3
 Abd Kadir, Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 30 
Maret 2016. 
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bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana diwajibkan untuk 
mengikuti program-program pembinaan yang telah ditetapkan di Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng sejak mereka masuk sampai bebas dari 
Rumah Tahanan Negara karena habis masa pidananya. Dari keterangan 
wawancara dan observasi tersebut diperoleh gambaran mengenai bentuk 
pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng yang saat 
ini telah terlaksana a) pembinaan kepribadian dan, b) pembinaan kemadirian,
4
 
sebagaimana uraian berikut: 
a. Pembinaan Kepribadian 
Pembinaan tahanan/narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Kabupaten Bantaeng dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan 
pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian meliputi kegiatan sebagai 
berikut: 
1) Mappinaleng  
Mappinaleng adalah masa pengenalan lingkungan. Masa mappinaleng 
adalah masa awal yang harus dijalani oleh tahanan dan narapidana setelah mereka 
masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng, 
tahanan/narapidana menjalani program ini selama satu minggu. Pada masa 
mappinaleng tahanan akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di Rutan 
yang mencakup: pelatihan baris-berbaris, tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban 
dan larangan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan berbagai 
kegiatan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Adi (29 th/Narkoba): 
Pada saat pertama kali datang ke sini, saya didata dan digeledah dulu baik 
badan dan barang yang saya bawa oleh petugas Rutan, kemudian diberitahu 
tata tertib di Rutan, diberitahu hak dan kewajiban di Rutan, diberitahu 
kegiatan yang akan dilaksanakan, sosialisasi lingkungan, selama 1 minggu.
5
 
                                                             
4
 Data observasi dan wawancara di Rutan Kelas IIB Bantaeng, Bantaeng , 30 Maret 2016 
5
 Adi, Tahanan Rutan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 7 April 
2016. 
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Pengenalan lingkungan ini bertujuan agar tahanan dapat beradaptasi 
dengan lingkungan di Rutan, melatih kedisiplinan dan sosialisasi program 
pembinaan ini bertujuan agar tahanan paham dengan program kegiatan apa saja 
yang diberikan selama mereka menjalani masa pidana. 
 
2) Pembinaan Intelektual  
Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir 
warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-
kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan  intelektual 
merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan 
dan mengembangkan fungsi intelektual tahanan/narapidana.  
Program ini dijalani oleh tahanan/narapidana setelah narapidana menjalani 
program mappinaleng atau setelah tahanan/narapidana menjalani 1/3-1/2 masa 
pidana, yang dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca serta pemahaman 
yang ditujukan untuk meningatkan pengetahuan tahanan/narapidana. Salah satu 
kegiatan yang dilaksanakan adalah membaca buku-buku umum yang ada 
diperpustakaan. Seperti yang diungkapkan oleh Akhmad: 
Pembinaan intelektual dilaksanakan dalam bentuk tahanan/narapidana 
diberikan satu buku bacaan, kemudian mereka membacanya dalam kamar 
hunian dan jika ada yang tidak paham dengan bacaan pada buku tersebut, 
mereka bisa bertanya kepada saya selaku pembimbing. Program ini 
dilaksanakan setiap hari senin sampai hari kamis.
6
 
3) Pendidikan Agama 
Pendidikan agama bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tahanan/narapidana dapat 
menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, pembinaan ini 
di ikuti oleh tahanan/narapidana. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari pukul 
                                                             
6
 Akhmad, BIMPAS Rutan Kelas IIB Bantaeng, wawancara,Bantaeng 7 April 2016 
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09.00 WIB, Pembinaan ini berupa kegiatan kerokhanian Islam yang berupa 
pengajian rutin, baca tulis Al-Qur’an, dzikir bersama, sholat berjamaah, ceramah, 
pendalaman agama. Seperti yang diungkapkan oleh Mansur: 
Pendidikan agama dilakukan setiap hari karena ini adalah pembinaan yang 
paling penting agar tahanan maupun narapidana tersentuh hati dan pikirannya atas 
apa yang telah diperbuat sehingga mereka bisa merubah keadaan mereka sendiri 
dari pembinaan keagamaan yang dilaksanakan seperti mengaji, baca tulis 
Alqur’an sholat berjamaah, disini kita juga melakukan dzikir dan ceramah satu 
kali dalam satu minggu yang dilaksanakan pada hari jum’at pada jam 09.00 pagi. 
Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pendidikan agama yang 
dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng adalah 
pembinaan yang paling penting untuk dilakukan yang diharapkan para tahanan 
maupun narapidana sadar diri atas perbuatannya sehingga mereka tidak 
mengulangi lagi tindak pidananya. 
4) Pembinaan Sosial 
Pembinaan sosial adalah pembinaan yang diberikan kepada 
tahanan/narapidana untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, 
tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap. Seperti yang diungkapkan 
oleh Fira (29th/Narkoba) : 
Kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali, kami semua dikumpulkan di 
ruangan, kemudian diberi materi tentang bagaimana cara berbicara yang 
sopan, bersikap dan berperilaku yang baik, yang memberi materi biasanya 
dari petugas pelayanan tahanan.
7
 
Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pembinaan sosial 
dilaksanakan secara bersama-bersama, yang bertujuan untuk membina mental, 
bagaimana cara berbicara yang sopan dengan orang lain dan berperilaku yang baik 
                                                             
7
 fira, Tahanan Rutan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 7 April 
2016. 
54 
 
 
 
terhadap orng lain agar tahanan/narapidana dapat hidup bermasyarakat dan 
berinteraksi secara wajar selama berada di tahanan maupun setelah masa 
pidananya habis. 
 
5) Pendidikan Olahraga 
Pembinaan olahraga di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng yang disediakan adalah voly, sepak takraw dan senam. Olahraga senam 
di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng merupakan olahraga yang 
wajib diiikuti oleh seluruh warga binaan. 
Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tahanan 
sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh tahanan, juga menjalin 
hubungan yang harmonis antara petugas Rutan dan tahanan untuk mendukung 
proses pembinaan. Seperti yang diungkapakan Mansur bahwa: 
Pembinaan jasmani atau olahraga, senam pagi setiap hari Sabtu pukul 
07:30-08:30 senam pagi ini wajib diikuti oleh semua tahanan/narapidana, 
untuk olahraga pilihan ada Bola voley, takraw dan senam. Tapi karena 
lapangan di Rutan ini sempit mereka kadang bergantian bermain voly atau 
takraw setelah melakukan senam, kadang peugas Rutan juga ikut  bermain 
bersama-sama.
8
 
Dari wawancara diatas kegiatan ini selain dapat menjaga kesehatan dan 
kebugaran tahanan/narapidana, juga menjalin hubungan yang harmonis antara 
petugas dan tahanan/narapidana, sehingga mendukung proses pembinaan. Untuk 
senam pagi dilaksanakan setiap sabtu pagi pukul 07.30 sampai selesai, bola voley 
dan takraw dilaksanakan setelah mengikuti senam pagi.  
b. Pembinaan Kemandirian 
Pembinaan kemandirian merupakan pendidikan yang lebih diarahkan pada 
pemberian bekal bakat dan keterampilan tahanan. pembinaan kemandirian 
                                                             
8
 Mansur, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 
30 Maret 2016. 
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dilakukan agara warga binaan dapat kembali berperan aktif sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pendidikan kemandirian di 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng saat ini adalah Bingkai 
foto, Bingkai Cermin, tempat tissu, asbak, dan tempat kado. 
Peningkatan skill lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat agar warga 
binaan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 
bertanggung jawab. Namun dengan minimnya peralatan-peralatan keterampilan 
tahanan/narapidana hanya bisa membuat keterampilan tangan berupa Bingkai foto, 
Bingkai Cermin, tempat tissu, asbak, dan tempat kado. Padahal jika dilihat 
kebanyakan dari penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng sendiri kebanyakan laki-laki dan ini bisa menjadi potensi untuk 
membuat keterampilan yang lebih bagus lagi, misalnya: Pertukangan dan 
pengelasan, Tata boga,  Berkebun, Pendidikan Keterampilan Jahit Menjahit.  
 
1) Pertukangan dan Pengelasan 
Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng 
diberikan bekal pengetahuan di bidang pertukangan dan pengelasan dengan 
maksud agar kelak mereka sudah siap untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, 
atau dapat pula digunakan sebagai bekal apabila mereka tidak memiliki pekerjaan 
lain setelah mereka keluar dari Rutan tersebut. Pendidikan keterampilan 
pertukangan dan pengelasan bagi tahanan laki- laki dilaksanakan setiap hari senin, 
rabu dan kamis. Untuk menunjang keterampilan pertukangan, Rutan ini juga telah 
mempunyai ruangan khusus beserta alat-alatnya. Kegiatan pertukangan dan 
pengelasan meliputi pembuatan sangkar burung, kursi, dan lainnya.   
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1) Pendidikan Keterampilan Tata Boga/ Membuat Kue  
Tata Boga ialah pengetahuan di bidang boga (seni mengolah masakan/ 
yang mencakup ruang lingkup makanan dari persiapan pengolahan sampai dengan 
menghidangkan masakan atau makanan itu sendiri yang bersifat tradisional 
maupun modern. Para tahanan mendapatkan pelatihan cara membuat kue, atau 
makanan sehari-hari seperti lauk pauk. 
2) Berkebun 
Berkebun  adalah salah satu cara mengajak tahanan untuk bercocok tanam. 
Kegiatan ini juga sebagai bekal keterampilan bila mereka telah menyelesaikan 
masa tahanan dengan harapan tahanan tidak kembali mengulangi tindak 
pidananya selepas menyelesaikan masa tahanannya. Kegiatan berkebun bisa 
menyadarkan kembali untuk bermasyarakat dan mereka bisa mengaplikasikan 
kembali dalam kehidupannya sehari-hari.  
3) Pendidikan Keterampilan Jahit Menjahit  
Pendidikan keterampilan jahit menjahit sebagai bekal keterampilan ini 
diharapkan keterampilan ini bisa dijadikan bekal bagi warga binaan setelah 
mereka bebas nanti agar bisa berkarya dan menjadi bagian masyarakat. 
Keterampilan jahit menjahit ini juga bisa membantu menghilangkan rasa jenuh 
sehingga mereka seanng dan antusias mengikuti kegiatan ini. Hasil dari kegiatan 
ini bisa berupa tirai, gorden, taplak, lap dan lain sebagainya. 
Berdasarkan dengan wawancara Abd Kadir,  program pembinaan tersebut 
sangat bagus untuk dilaksanakan diRumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng. Tapi jika pihak Rutan ingin mengaplikasikan program-program 
tersebut dalam melaksanakan pembinaan, pihak Rutan sendiri harus bekerja sama 
dengan pihak terkait. Seperti pihak Rutan bekerja sama dengan  Balai Latihan 
Kerja  dan bukan itu saja penambahan gedung juga perlu diakana untuk 
57 
 
 
 
menunjang pelaksanaan program-program tersebut. Sementara lahan di Rumah 
Tahanan negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng sangat sempit untuk menambah 
gedung lagi.
9
 
Berdasakan keterangan wawancara dengan Mansur, mengatakan bahwa 
dalam melaksanakan program tersebut saat ini Rutan belum ada kerja sama 
dengan pihak luar atau orang yang bisa mendistribusikan atau menjual  hasil 
kerajinan tangan tersebut. 
Mansur dalam keterangan wawancara juga menekankan bahwa fungsi 
Rutan bukanlah proses mempidana atau menghukum tahanan, melainkan 
membina mereka untuk kembali menjadi warga yang baik  sebagai masyarakat, 
sehingga sebutan yang tepat adalah warga binaan. Informan juga menekankan 
bahwa disetiap Rutan pasti mempunyai program pembinaan kepribadian dan 
pembinaan kemandirian, baik keterampilan pembuatan cenderamata dan yang 
paling penting adalah program pembinaan keagamaan. 
Salah satu program pembinaan yang intensif dilakukan di Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng yakni pengajian/tadarus yang dilaksanakan 
setiap hari. Khusus hari jumat diadakan jumat ibadah yang dilakukan secara 
berkelanjutan. Program tadarus serta jumat ibadah yang diisi dengan ceramah 
berfungsi untuk meminimalkan efek terhadap para tahanan yang kebanyakan laki-
laki. 
2. Tahapan Pembinaan 
Proses pembinaan yang dilakukan secara bertahap yaitu pada tahap awal 
mereka akan melalui proses masa pengenalan lingkunga (mappenaling) dan 
kemudian bergabung dengan tahanan yan lebih dulu masuk ke Rutan untuk 
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 Abd Kadir, Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Bantaeng, Wawancara , Bantaeng, 30 
Maret 2016 
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pengenalan selama satu minggu. Selain itu mereka juga akan dibimbing untuk 
melakukan aktifitas olahraga, keterampilan dan program keagamaan.
10
  
Dalam pelaksanaan pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 
IIB Kabupaten Bantaeng, dilaksanakan berdasarkan tahap pembinaan tahanan 
sebagai berikut: 
 
1) Tahap awal (awal masuk s.d 1/3 masa pidana )  
Setiap tahanan dan narapidana yang masuk di Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Kabupaten Bantaeng terlebih dahulu dilakukan introgasi sebab-sebab ia 
melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya. digeledah baik 
badan maupun barang-barang yang dibawa, dan didaftar di bagian registrasi. 
Proses selanjutnya pemeriksaan kesehatan dan pemberian barang-barang seperti 
perlengkapan tidur. Sebelum mereka dibina, terlebih dahulu melalui tahap 
mappinaleng atau masa pengenalan lingkungan yang dilakukan minimal satu 
minggu, serta untuk mengetahui hubungan sesama tahanan.  pembinaan tahap ini 
disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa penelitian, pengamatan, dan 
pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program 
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 
2) Tahap pembinaan I (1/3 sampai 1/2 masa pidana)  
Tahapan ini dilaksanakan setelah narapidana mejalani 1/3 masa pidana 
dengan baik. Pada tahap ini meliputi pembinaan kedisiplin dan ketertiban, 
pembinaan mental (agama dan kerohanian), pembinaan intelektual dan wawasan 
kebangsaan, keterampilan, pembinaan sosial kemasyarakatan, pembinaan fisik, 
pembinaan kesehatan dan pembinaan lainnya. 
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 Mansur, kasubsi pelayanan tahanan Rutan Kelas IIB Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 
5 April 2016 
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mendapatkan pembinaan yang meliputi kedisipilinan dan ketertiban, 
pembinaan kepribadian dan kemandirian, pembinaan sosial, dan pembinaan 
kesehatan. Semua kegiatan ini bertujuan untuk merubah perilaku tahanan dan 
narapidana menjadi lebih baik. 
3) Tahap pembinaan II (1/2 sampai akhir masa pidana)  
Pada tahap ini, narapidana sudah menjalankan separuh dari masa 
pidananya. Bagi narapidana yang mempunyai kelakuan baik dan memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan, pembinaannya diarahkan pada pembauran atau 
perlibatan dengan masyarakat luar, dilibatkan untuk mengatur jalanya pembinaan 
narapidana yang menenuhi persyaratan ini. Dalam tahap ini narapidana sudah 
memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat 
atau cuti mejelang bebas dengan pengawasan minimum security. 
3. Peran Petugas Rutan Dalam Pembinaan 
Sebuah perkerjaan berat yang dipikul oleh petugas Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng, karena sebagai wadah bagi orang-orang 
yang bermasalah seperti pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Dimana 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng adalah tempat untuk 
berinteraksi antar tahanan/narapidana yang berasal dari berbagi latar belakang 
kehidupan yang berbeda-beda. 
Apabila interaksi petugas dengan tahanan/narapidana berjalan baik, maka 
proses pembinaan yang dilakukan oleh petugas sudah berjalan lancar tetapi 
apabila proses interaksi tidak berjalan dengan baik maka petugas harus berkerja 
ekstra, agar proses pembinaan dan pembimbingan bisa berjalan lancar, maka 
petugas harus bersabar dengan mengamati karakter dari masing-masing 
tahanan/narapidana dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Maka hal 
ini menjadi pemasalahan yang besar yang dihadapi oleh para petugas dimana 
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antara tahanan/narapidana yang satu dengan yang lain harus mempunyai 
hubungan yang baik, agar tercipta proses pembinaan yang baik. 
Untuk meningkatkan kemampuan para petugas Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Kabupaten Bantaeng, maka diperlukan upaya khusus dari para petugas 
dalam melaksanakan pembinaan demi tercapainya tujuan pembinaan yang telah 
ditentukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Kabupaten Bantaeng untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 
membina tahanan/narapidana, yaitu :  
a. Berupaya memahami dan lebih dekat lagi dekat tahanan/narapidana, salah 
satunya dengan cara pendekatan individu.  
b. Mengikuti pelatihan atau penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan mereka.  
c. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. 
 
C. Hambatan dalam Pembinaan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 
IIB Kabupaten Bantaeng 
Pembinaan tahanan/narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Kabupaten Bantaeng masih mengalami berbagai hambatan yaitu :  
a. Sarana Prasarana  
Sarana prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
mencapai suatu tujuan yang diharapkan karena tanpa adanya sarana prasarana 
yang ada maka pembinaan tidak bisa berjalan secara maksimal. Namun 
terbatasnya sarana menghambat pelaksanaan pembinaan, seperti yang 
diungkapkan oleh Abd Kadir: 
Sarananya masih kurang bisa kita lihat dari jumlah warga binaan 
(tahanan/narapidana) yang melebihi kapasitas, kadang mereka harus 
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bergantian menggunakan lapangan karena sempit,  kurangnya  peralatan 
olahraga, kurangnya alat-alat keterampilan dan keterbatasan gedung.
11
 
Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasana 
pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten masih minim seperti 
minimnya peralatan olahraga dan keterbatasan gedung. Terbatasnya sarana 
prasarana pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Kabupaten Bantaeng yang tergolong sempit, untuk melakukan aktifitas olahraga 
harus menggunakan lapangan yang sama, misalnya bermain takraw harus antrian 
karena ada tahanan yang sedang bermain voli. Upaya yang dilakukan petugas 
dalam melaksanakan pembinaan sesuai dengan visi dan misi Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng yakni pemulihan kesatuan hubungan hidup, 
kehidupan dan penghidupan (reintegrasi sosial) dengan menjunjung tinggi prinsip 
pengayoman kepada masyarakat dan individu, dan mengoptimalkan pelayanan 
prima dalam pelaksanaan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana serta 
masyarakat, instansi penegak hukum, instansi lain dan pihak swasta melalui 
prosedur dengan mewujudkan kondisi rumah tahanan negara Bantaeng yang aman, 
tertib, bersih dan terpelihara. Oleh karena itu diperlukan penambahan sarana dan 
prasana demi kelancaran pembinaan narapidana dan tercapainya tujuan 
pembinaan. 
Latar belakang tahanan/narapidana yang berbeda-beda dan Perbedaan 
karakter membuat petugas harus ekstra dalam melaksanakan pembinaan dan 
melakukan pendekatan terhadap para tahanan/narapidana untuk mencapai 
keterampilan sosial pada individu masing-masing, secara berkelompok 
tahanan/narapidana diharapkan dapat saling membuka diri satu sama lain dalam 
pencegahan dan kontrol untuk tidak melakukan tindak pidanan lagi dan solve 
problem diantara sesama anggota komunitas (saling mendukung untuk berubah). 
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 Abd Kadir, kasubsi pengelolaan Rutan Kelas IIB Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 30 
Maret 2016 
62 
 
 
 
b. Jumlah Petugas  
Hambatan yang lain yaitu masih kurangnya jumlah petugas Rutan jika 
dibanding dengan jumlah narapidana tak sebanding karena jumlah petugas Rutan 
Kelas IIB Kabupaten Bantaeng hanya 29 orang sedangkan jumlah 
tahanan/narapidana hingga April 2016 sebanyak 91 orang. Jadi, dibutuhkan 
petugas dengan berbagai bidang yaitu psikologi, dokter umum, dan lain-lain, 
karena tidak mudah untuk mengatasi atau membimbing tahanan/narapidana yang 
jumlahnya banyak dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Seperti 
yang diungkapkan oleh Abd Kadir: 
Hambatan yang lainnya yaitu kurangnya jumlah personil petugas rutan, 
jadi dibutuhkan petugas dengan berbagai bidang yaitu psikolog, dokter 
umum dan lain-lain.
12
 
Dari wawancara diatas Penambahan jumlah petugas Rutan ini diharapkan 
bisa menjadikan program pembinaan lebih baik lagi. Dengan adanya dokter 
umum pada klinik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng 
tahanan/narapidana yang sakit bisa dirawat langsung diklinik.  
c. Masyarakat 
Masyarakat seharusnya dapat mendukung ikut serta dalam pembinaan 
narapidana, namun yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat justru memiliki 
pandangan bahwa tahanan/narapidana adalah orang yang masuk rumah tahanan 
berarti orang yang jahat, meskipun telah mendapatkan pembinaan di Rutan tetap 
akan dapat sebutan orang jahat. Seperti yang diungkapkan oleh Abd Kadir: 
Dukungan dari masyarakat yang kurang, mereka menganggap 
tahanan/narapidana adalah orang yang jahat yang bisa mengganggu 
ketertiban masyarakat, hal ini juga yang membuat tahanan/narapidana 
merasa minder untuk kembali ke masyarakat.
13
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 Abd Kadir, Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 30 
Maret 2016. 
13
 Abd Kadir, Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 30 
Maret 2016. 
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Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat kurang 
mendukung pembinaan tahanan/narapidana bahkan mereka beranggapan bahwa 
orang yang masuk ke Rutan adalah orang jahat meskipun telah mendapatkan 
pembinaan. Pudarnya rasa kepercayaan masyarakat itulah yang menjadi 
penghambat, itu juga yang membuat banyak tahanan/narapidana terjerumus 
kembali ke perbuatan yang sama. 
d. Kurangnya kerja sama dengan pihak yang terkait 
Kurangnya kerja sama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten 
Bantaeng dengan instansi yang terkait. Padahal sangat diperlukan untuuk 
menunjang keberhasilan proses pembinaan. Seperti yang diungkapkan Mansur:  
Saat ini kerjasama dengan pihak luar tidak ada seperti  mendatangkan 
ustadz, pemuka agama lain dari Departemen Agama, selain itu pembinaan 
keterampilan tidak ada kerjasama dengan pihak luar sehingga hasil 
kerajinan para tahanan tersusun begitu saja karena sudah banyak.
14
 
Kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait membuat pembinaan 
kurang maksimal, padahal sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan 
proses pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng. 
Misalnya dibidang keterampilan dalam peningkatan kapasitas skill 
tahanan/narapidana, pihak rumah tahanan dapat bekerja sama dengan BLK (Balai 
Latihan Kerja), dibidang bimbingan kerja petugas Rutan akan mengadakan 
pameran hasil kerja atau karya dari tahanan/narapidana serta mencarikan solusi 
dalam pemasaran produk, karena hasil kerajinan dari tahahan/narapidana tersusun 
begitu saja. 
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 Mansur, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Bantaeng, wawancara, Bantaeng 
5 April 2016. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, dengan mencermati relevansi fokus dan 
tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan program pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Kabupaten Bantaeng 
Berdasarkan temuan data penelitian diperoleh gambaran mengenai bentuk 
pembinaan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng yang telah terlaksana adalah 
a) Pembinaan Kepribadian untuk mengubah watak dan mental bagi  warga 
binaan sehingga mereka lebih dapat terbuka dengan segala perubahan ke arah 
yang lebih baik. Bentuk pembinaan kepribadian yang diberikan di Rutan Kelas 
IIB Kabupaten Bantaeng  adalah Mappinaleng, pembinaan intelektual dan 
wawasan kebangsaan, pendidikan agama, Asimilasi (pembuaran dengan 
masyarakat) dan pendidikan olahraga. b) pembinaan kemandirian merupakan 
pendidikan yang di arahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan 
tahanan/narapidana agar warga binaan dapat kembali berperan sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pendidikan kemandirian di Rutan 
Kelas IIB Kabupaten Bantaeng saat ini keterampilan tangan seperti Bingkai foto, 
Bingkai Cermin, tempat tissu, asbak, dan tempat kado. 
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b) Hambatan program pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Kabupaten Bantaeng 
Berdasarkan temuan data penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang 
dialami di Rutan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng yaitu kurangnya kerjasama Rutan 
dengan pihak yang terkait misalnya kerjasama dengan Balai Latihan Kerja 
sehingga dalam proses pembinaan tahanan maupun narapidana masih kurang 
dalam bekal bakat yang nantinya akan kembali berperan sebagai anggota 
masyarakat. 
Minimnya sarana prasarana yang merupakan suatu hal penting dalam 
mencapai suatu tujuan yang diharapkan, karena tanpa adanya sarana prasarana 
yang ada maka pembinaan tidak bisa berjalan secara maksimal. padahal sangat 
diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pembinaan di Rutan Kelas IIB 
Kabupaten Bantaeng. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa implikasi sebagaimana berikut: 
1. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait sehingga menunjang proses 
pembinaan yang maksimal.  
2. Rutan Kelas IIB Kabupaten Bantaeng perlu mengupayakan pengadaan 
sarana dan prasana yang memadai, misalnya mempertimbangkan 
perluasan lahan untuk gedung hunian, penambahan lahan olahraga dan 
sarana kegiatan lapangan lainnya, pembangunan klinik kesehatan dengan 
fasilitas yang lebih lengkap misalnya dengan ruang rawat inap untuk 
tahanan yang sakit, pengadaan ruang khusus untuk warga binaan yang 
mengalami kasus tertentu misalnya yang terkait dengan kasus narkoba. 
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3. Jumlah petugas/tenaga medis sebaiknya ditambahkan antara lain tenaga 
psikolog, pekerja sosial dan penambahan dokter agar layanan kesehatan 
dapat berjalan secara optimal.  
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